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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG  
Desentralisasi telah menjadi perhatian pokok dan menjadi fenomena 
bagi negara-negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. 
Banyak negara berkembang berputar haluan menuju desentralisasi fiskal 
sebagai salah satu upaya melepaskan diri dari berbagai jebakan 
ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, serta ketidakstabilan 
makro ekonomi (Yuwono dkk., 2008:12) dalam (Rizani dkk, 2011).  
Bank Dunia (1997) dalam Hadi (2009) menyebutkan antara 
desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi memiliki kemungkinan 
kondisi seperti berikut: 1) Dengan adanya desentralisasi fiskal maka akan 
meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintahan sehingga berdampak positif 
terhadap pertumbuhan; 2) Desentralisasi fiskal memiliki dampak 
meningkatkan instabilitas makro ekonomi sehingga memiliki dampak negatif 
terhadap pertumbuhan; 3) Dengan adanya desentralisasi fiskal untuk daerah 
bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal 
tersebut tergantung dari kesiapan kelembagaan daerah tersebut dalam 
menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal. 
Pemerintah menyelenggarakan pembiayaan dalam rangka 
melaksanakan asas desentralisasi dibebankan pada APBD (Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah). Setiap daerah diberikan kewenangan sendiri 
dalam memungut retribusi/pajak dan pemberian bagi hasil dalam penerimaan 
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dan bantuan keuangan yang dikenal dengan dana perimbangan di dalam 
menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas 
desentralisasi. Setiap daerah juga diberikan kewenangan dalam melakukan 
pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 
Desentralisasi menjadi salah satu asas pembangunan daerah. Menurut 
ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 
desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan 
dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi 
daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi 
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang 
menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat 
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, 
dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteran 
masyarakat (Maryati dan Endrawati, 2010). 
Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang (UU) 
telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan 
pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara 
mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui 
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang direvisi dengan 
UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi 
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dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Implementasi otonomi daerah di 
Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan 
di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah 
dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau 
pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang 
secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi 
industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan 
daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan 
terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut 
menjadi beban fiskal bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (Oktora 
dan Pontoh, 2013). 
Otonomi daerah secara tegas menjadi pemisah antara fungsi 
pemerintahan daerah (Eksekutif) dengan fungsi DPRD (Legislatif). 
Pembedaan fungsi tersebut dibedakan melalui hubungan antara legislatif dan 
eksekutif yang ditunjukkan melalui peran eksekutif melakukan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah yang merupakan manifestasi 
dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam 
melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006) dalam 
(Arwati dan Hadiati, 2013). 
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar 
dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah 
disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik untuk 
provinsi maupun kabupaten dan kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun 
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anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008, dalam 
Aprizay, dkk, 2014). 
Upaya keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat diukur 
berdasarkan beberapa indikator pencapaiannya. Pendapatan regional (PDRB) 
merupakan indikator yang berupa data agregat yang dapat digunakan untuk 
mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, baik secara regional ataupun 
nasional. PDRB ditunjukkan melalui data statistik yang digunakan untuk 
mengetahui gambaran keadaan ekonomi baik dimasa lampau sampai dengan 
sekarang serta sebagai perencanaan dan evaluasi pembangunan untuk 
mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih baik. 
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 mulai memunculkan kerjasama 
regional antar wilayah yang bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan 
daerah melalui investasi daerah. Investasi yang digunakan bertujuan untuk 
melakukan pengembangan potensi unggulan daerah sehingga akan tercipta 
pertumbuhan ekonomi yang berdampak akan terciptanya kesejahteraan 
masyarakat. 
 
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Jawa Menurut 
Harga Konstan Tahun 2006-2010 (dalam persen) 
Provinsi 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 
DKI Jakarta 5,95 6,44 6,23 5,02 6,51 6,03 
Jawa Barat 6,02 6,48 6,21 4,19 6,09 5,80 
Jawa Tengah 5,33 5,59 5,61 5,14 5,84 5,50 
DI.  Yogyakarta 3,70 4,31 5,03 4,43 4,87 4,47 
Jawa Timur 5,80 6,11 6,16 5,01 6,68 5,95 
Banten 5,57 6,04 5,82 4,69 5,94 5,61 
Jawa 5,78 6,19 7,03 4,81 6,03 6,02 
Indonesia 5,19 5,67 6,43 4,74 6,08 5,62 
Sumber : BPS, PDRB Provinsi di Indonesia 2011 
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Berdasarkan Tabel 1.1 selama periode tahun 2006 sampai 2010 laju 
pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah cenderung meningkat. Pada tahun 
2006 sebesar 5,33% meningkat menjadi 5,59% pada tahun 2007 dan 
mengalami peningkatan 5,61% pada tahun 2008, namun pada tahun 2009 
terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 5,14%. Penurunan laju 
pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tidak berlangsung lama karena pada 
tahun 2010 telah mengalami peningkatan kembali sejumlah 5,84%. 
Provinsi Jawa Tengah ini tidak kalah apabila dibandingkan dengan 
provinsi lain baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi kekayaan 
sumber daya alam. Jawa Tengah juga memiliki keunggulan letak geografis karena 
terletak diantara Jawa Barat dan Jawa Timur sehingga ada mobilitas penduduk 
yang tinggi di Jawa Tengah dan apabila dapat dimanfaatkan dengan baik pastinya 
dapat membantu pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. 
Data PDRB diperlukan untuk mengetahui : (a) Pertumbuhan ekonomi 
regional maupun sektorial; (b) Tingkat kemakmuran suatu daerah; (c) Tingkat 
perubahan harga secara keseluruhan (inflasi/deflasi). Data tersebut 
mengantisipasi apabila terjadi fluktuasi harga maka akan sangat berpengaruh 
terhadap daya beli konsumen. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan 
ditunjukkan melalui nilai agregat pendapatan atas dasar harga konstan yang 
terjadi. Data agregat menggunakan harga konstan mampu mempengaruhi 
perkembangan besarnya pendapatan agregat dari tahun ke tahun dinilai 





Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 
Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran di Jawa Tengah Tahun 
2012 - 2014 (Juta Rupiah) 
 
Jenis Pengeluaran 2012 2013 2014 
1. Konsumsi Rumah tangga 474 886 733.82 534 427 983.59 592 695 598.09 
2. Konsumsi Lembaga Swasta 7 936 191.85 9 260 133.55 10 773 169.95 
3. Konsumsi Pemerintah 61 581 493.37 69 276 181.51 76 604 179.94 
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 227 585 695.26 242 163 565.82 273 585 229.61 
5. Perubahan Stok 53 599 995.05 44 273 887.22 27 054 492.95 
6. Ekspor Luar Negeri 56 418 973.46 70 362 204.89 83 686 747.78 
7. Impor Luar Negeri 146 745 409.74 186 800 827.72 220 421 202.37 
8. Net Ekspor Antar Provinsi 19 265 762.99 49 990 450.24 81 684 476.27 
Produk Domestik Regional Bruto 754 529 436.05 832 953 579.11 925 662 692.21 
Sumber data: BPS Jawa Tengah 2014 
   
   Tabel 1.2 menjelaskan bahwa adanya peningkatan disetiap tahun 
dalam jumlah pengeluaran anggaran di Jawa Tengah. Berdasarkan 
pengambilan sampel anggaran tahun 2012-2014 menunjukkan pengeluaran 
konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan yaitu mencapai jumlah 
tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 592.6995.598,09. Pada anggaran 
pengeluaran konsumsi swasta juga mengalami peningkatan pada tahun 2014 
yaitu sebesar Rp 10.773.169,96. Anggaran konsumsi Pemerintah 
menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun yaitu tahun 2014 sebanyak  Rp 
76.604.179,94. Pembentukan modal tetap bruto juga mengalami peningkatan 
sebanyak Rp 273.585 .29,61 di tahun 2014. Pada anggaran  ekspor luar negeri, 
impor luar negeri, dan net ekspor antar provinsi juga mengalami peningkatan, 
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namun sebaliknya anggaran perubahan stok mengalami penurunan setiap 
tahunnya tetapi tidak mengubah jumlah keseluruhan total PDRB yamg 
diterima.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber 
pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu 
menambah investasi belanja modal daerah sehinggamampu meningkatkan 
pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan 
pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal 
yang signifikan, hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut 
banyak tersedot untuk membiayai belanja daerah lainnya. 
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas 
umum daerah yang berdampak pada berkurangnya nilai kekayaan bersih 
sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Setiap daerah memiliki 
kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-
kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan antara daerah satu dengan 
yang lain. Pemerintah telah mengatasi masalah ketimpangan ini dengan cara 
mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu upaya yang dilakukan 
pemerintah melalui satu perimbangan yaitu berupa Dana Alokasi Umum 
(DAU) dengan pengalokasiannya menekankan kepada aspek pemerataan dan 
keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 
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32/2004). Aliran dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan mampu 
membiayai belanja modal pemerintah daerah. 
Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan 
Akun Standar mendefinisikan; belanja modal sebagai pengeluaran anggaran 
yang digunakan dalam rangka memperoleh, atau menambah aset tetap dan 
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode, serta melebihi 
batasan minimal kapitalisasi aset tetap, atau aset lainnya yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari 
suatu satuan kerja bukan untuk dijual. 
Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal 
merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh 
pemerintah daerah. Pemerintah Daerah berupaya menambah aset tetap dengan 
mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. 
Alokasi belanja modal tersebut digunakan untuk membiayai berbagai 
kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pengadaan 
aset daerah secara finansial biasanya diadakan oleh pemerintah daerah setiap 
tahunnya untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang pelayanan publik 
daerah yang bersangkutan. 
Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan 
output per kapita dalam jangka panjang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 
salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 
Pertumbuhan ekonomi akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan 
pembangunan ekonomi dengan cara melakukan pengelolaan sumber daya 
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yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi 
perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi 
akan terlihat dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita 
penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Pada kenyataannya upaya 
peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan 
belanja modal, hal ini dapat dilihat dari kecilnya proporsi belanja modal yang 
dianggarkan dengan total anggaran belanja modal. 
Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti 
infrastuktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan 
produktivitas perekonomian. Saragih (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan 
belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk 
melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stinne 
(1994) dalam (Maryati dan Endrawati, 2010) menyatakan bahwa penerimaan 
pemerintah hendaknya lebih baik untuk program-program pelayanan publik. 
Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja modal 
untuk berbagai kepentingan publik. 
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 
belanja modal dalam APBD untuk menambahkan aset tetap yang dimiliki. 
Alokasi belanja modal ini berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan 
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk 
fasilitas publik serta pertumbuhan ekonomi. 
Salah satu tujuan dari dana perimbangan yaitu berguna untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui belanja pembangunan  dan 
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investasi swasta. Kontibusi dari belanja pembangunan akan menarik investor 
untuk dapat berinvestasi di daerah sehingga bisa memperluas basis kegiatan 
ekonomi di berbagai sektor. Dengan adanya kegiatan investasi swasta maka 
akan bepengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya ekonomi suatu 
daerah dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan 
perkapita. 
Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, 
pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini 
belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang 
produktif. 
Berdasarkan pokok-pokok pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik 
untuk mengambil judul penelitian  
“Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana  
Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Pada Kota 
dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2004-2013”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, 
maka, penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian adalah: 
1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2004-2013?  
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 




3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2004-2013?  
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2004-2013 
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 
2004-2013 
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 
2004-2013 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 
1. Bagi peneliti, dapat memberikan pemahaman tentang hubungan Belanja 
Modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
2. Bagi praktik pada pemerintah daerah, diharapkan dapat menggunakan 
dana APBD dengan benar. 
Bagi akademis, dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya dengan 
memperhatikan faktor-faktor lainnya. 
